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ABSTRAK 

 

Strategi Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Sandiman  

di Kejaksaan Republik Indonesia 

Andi Setiawan, Mala Sondang Silitonga 

andi.setiawan06@kejaksaan.go.id, andi.setiawan1@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembangan karir jabatan fungsional Sandiman di Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia dan merumuskan strategi pengembangan karir yang komprehensif. 

Berdasarkan teori Talent Management dan Career Development dari Michael 

Armstrong serta peraturan perundang-undangan terkait (Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023), 

peneliti mengidentifikasi enam faktor yang mempengaruhi pengembangan karier 

Sandiman: kebijakan organisasi, dukungan organisasi, kinerja individu, motivasi, 

budaya organisasi, dan analisis kebutuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kajian 

dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sandiman memiliki 

peran strategis dalam keamanan informasi, keamanan siber, dan kerahasiaan data 

negara dalam operasi intelijen penegakan hukum modern. Namun, pengembangan 

karier Sandiman menghadapi tantangan signifikan: ketidaksesuaian Permenpan RB 

No. 18/2019 dengan tugas operasional aktual Sandiman, ketidaktepatan peta 

jabatan antara kondisi saat ini dengan formasi ideal, dan sistem analisis kebutuhan 

yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan strategi pengembangan 

karier yang mencakup: reformasi kebijakan, penguatan dukungan organisasi 

dengan alokasi anggaran dan program pelatihan berjenjang, optimalisasi sistem 

penilaian kinerja, penguatan motivasi melalui peta jalan karier yang transparan, 

transformasi budaya organisasi menuju meritokrasi dan kolaborasi, serta reformasi 

sistem analisis kebutuhan berbasis data empiris dan perencanaan yang akurat. 

Kata kunci: Pengembangan Karir, Jabatan Fungsional Sandiman, Kejaksaan 

Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara  

mailto:andi.setiawan06@kejaksaan.go.id
mailto:andi.setiawan1@gmail.com
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ABTRACT 

 

This study aims to analyze the factors influencing Sandiman's career 

development at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and 

formulate a comprehensive career development strategy. Based on Michael 

Armstrong's Talent Management and Career Development theory and related laws 

and regulations (Law Number 20 of 2023, Government Regulation Number 11 of 

2017 in conjunction with Government Regulation Number 17 of 2020, Regulation 

of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 

18 of 2019 and Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and 

Bureaucratic Reform Number 1 of 2023), the researcher identified six factors 

influencing Sandiman's career development: organizational policy, organizational 

support, individual performance, motivation, organizational culture, and needs 

analysis. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection 

techniques through interviews, document reviews, and observations. The results of 

the study indicate that Sandiman has a strategic role in information security, 

cybersecurity, and state data confidentiality in modern law enforcement intelligence 

operations. However, Sandiman's career development faces significant challenges: 

the inconsistency of Permenpan RB No. 18/2019 with Sandiman's actual 

operational duties, the inaccuracy of the job map between the current condition and 

the ideal formation, and the suboptimal needs analysis system. This study 

recommends career development strategies that include: policy reform, 

strengthening organizational support with budget allocation and tiered training 

programs, optimizing the performance appraisal system, strengthening motivation 

through a transparent career roadmap, transforming organizational culture 

towards meritocracy and collaboration, and reforming the needs analysis system 

based on empirical data and accurate planning. 

 

Keywords: Career Development, Sandiman, Attorney General's Office of the 

Republic of Indonesia, State Civil Apparatus 
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BAB I  

PERMASALAHAN PENELITIAN  

 

A.    Latar Belakang  

Pengembangan karir bagi aparatur sipil negara sesungguhnya bukan sekedar 

rangkaian promosi jabatan atau kenaikan pangkat semata. Lebih dari itu, proses ini 

melibatkan langkah-langkah strategis untuk mendorong setiap individu agar 

mampu menunaikan tugas publik secara optimal, sekaligus tumbuh dan 

berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Di era pemerintahan modern, tuntutan 

terhadap kualitas birokrasi semakin tinggi. aparatur sipil negara tidak lagi 

dipandang sebagai penggerak roda birokrasi yang statis, melainkan sebagai agen 

pembaharuan yang dinamis, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. Seiring kompleksitas tugas pemerintahan yang semakin beragammulai 

dari pemanfaatan teknologi informasi hingga pengelolaan kebijakan publik yang 

lintas sektor pegawai sipil dituntut memiliki kompetensi multidimensional. 

Kompetensi teknis, manajerial, hingga kemampuan beradaptasi dengan perubahan 

kerap menjadi ukuran keberhasilan seorang aparatur sipil negara. Tanpa kerangka 

pengembangan karir yang sistematis, potensi unggulan kerap tersembunyi, motivasi 

kerja menurun, dan risiko terjadinya kebosanan atau stagnasi karir semakin tinggi. 

Dalam konteks aturan nasional, berbagai regulasi seperti Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya 

telah merumuskan mekanisme pengembangan karir melalui jenjang jabatan 

struktural dan fungsional. Namun, pada praktiknya, penerapan kebijakan ini masih 

menghadapi tantangan: ketersediaan peluang promosi yang terbatas, 

ketidaksesuaian antara kebutuhan instansi dengan kompetensi individu, serta 

minimnya program pelatihan berkelanjutan yang terukur. Akibatnya, sebagian 

aparatur sipil negara merasa karirnya berjalan di tempat, padahal ambisi dan potensi 

mereka sebenarnya bisa lebih dari itu. Lebih jauh lagi, pembangunan karir aparatur 

sipil negara akan lebih bermanfaat apabila diintegrasikan dengan perencanaan 

suksesi dan manajemen talenta. Dengan demikian, instansi tidak hanya memenuhi 
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kebutuhan operasional harian, tetapi juga mencetak pemimpin masa depan yang 

visioner. Peta karir yang terstruktur diiringi program mentoring, rotasi tugas, dan 

kesempatan studi lanjut akan membantu pegawai memahami jalan perkembangan 

karirnya, sekaligus memicu semangat untuk terus belajar. Secara singkat, upaya 

pengembangan karir aparatur sipil negara menuntut sinergi antara kebijakan yang 

jelas, komitmen pimpinan, dan keterlibatan aktif setiap pegawai. Ketika 

pelaksanaan berjalan dengan baik, bukan hanya kapasitas individu yang tumbuh, 

tetapi kualitas pelayanan publik pun ikut meningkat. Karena pada akhirnya, 

kemajuan birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada 

sejauh mana setiap aparatur sipil negara diberi ruang untuk berkembang bukan 

sekadar menjalankan tugas, melainkan juga menjadi penggerak perubahan positif. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

menegaskan bahwa karir aparatur sipil negara harus dibangun secara komprehensif 

dan berkelanjutan, mengedepankan prinsip meritokrasi, transparansi, dan 

akuntabilitas. Melalui kerangka hukum ini, setiap aparatur sipil negara 

mendapatkan kesempatan untuk berperan dan tumbuh sesuai potensi, kompetensi, 

dan kebutuhan instansi pemerintah. 

Pertama-tama, pola mobilitas talenta menjadi dasar dari strategi 

pengembangan karir aparatur sipil negara. Undang-undang mengamanatkan tiga 

jalur mobilitas. Mobilitas intra-instansi membuka ruang bagi aparatur sipil negara 

untuk berpindah jabatan dalam satu kementerian atau lembaga, memupuk 

pemahaman lintas fungsi. Misalnya, seorang analis kebijakan yang awalnya 

bertugas di bidang perencanaan program dapat beralih menjadi kepala subbagian 

evaluasi, sehingga keterampilannya dalam menilai efektivitas program kian 

matang. Selanjutnya, mobilitas antarlembaga memungkinkan relokasi tugas antara 

eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Melalui perpindahan ini, aparatur sipil 

negara memperoleh perspektif holistik tentang dinamika pemerintahan. Terakhir, 

mobilitas lintas sektor menegaskan kemungkinan penugasan sementara atau 

permanen di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga internasional, atau 
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sektor swasta, sehingga aparatur sipil negara dapat menimba keahlian baru dan 

memperluas jaringan profesional. 

Kedua, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara diatur dengan 

pendekatan learning in the flow of work, artinya pembelajaran terintegrasi dalam 

aktivitas sehari-hari. Setiap aparatur sipil negara wajib mengembangkan diri 

melalui pelatihan formal, magang, rotasi tugas, atau kolaborasi lintas instansi. 

Kurikulum dan materi pembelajaran disusun bersama pemangku kepentingan, 

meliputi kompetensi manajerial, teknis, maupun kepemimpinan. Penilaian hasil 

pembelajaran dilakukan objektif dan berkelanjutan, sehingga kompetensi aparatur 

sipil negara selalu relevan dengan tuntutan tugas pemerintahan modern. 

Ketiga, rencana pengembangan karier menjadi instrumen perencanaan 

strategis. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tiap instansi diwajibkan 

menyusun rencana jangka menengah lima tahun untuk memetakan pergerakan karir 

aparatur sipil negara sesuai pola karier nasional. Rencana ini mencakup: aparatur 

sipil negara yang akan dikembangkan, jenis jabatan yang akan diisi, bentuk 

pengembangan (misalnya mutasi, promosi, pelatihan), jadwal pelaksanaan, dan 

mekanisme pengisian jabatan. Dokumen rencana tersebut harus diajukan kepada 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk verifikasi sebelum diimplementasikan di 

tingkat instansi. Ketentuan ini menjamin bahwa setiap perpindahan dan promosi 

aparatur sipil negara didasarkan pada kebutuhan organisasi dan capaian kinerja, 

bukan pada intervensi politik atau nepotisme. 

Keempat, pemantauan dan evaluasi pengembangan karir dilakukan secara 

periodik. Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggung jawab melakukan evaluasi 

tahunan untuk merefleksikan kemajuan aparatur sipil negara, menyesuaikan 

rencana bila diperlukan, dan melaporkan hasilnya ke Badan Kepegawaian Negara. 

Di sisi lain, Badan Kepegawaian Negara mengawasi penyusunan rencana nasional, 

memastikan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta 

menjamin keseragaman standar kompetensi. 

Manajemen karir Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 merupakan pengelolaan karir pegawai negeri 

sipil yang dilaksanakan melalui pengembangan kompetensi, pengembangan karier, 

pola karier, promosi, dan mutasi dengan menerapkan prinsip sistem merit. 

Manajemen karir ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan 

profesionalitas pegawai negeri sipil serta memberikan kejelasan dan kepastian 

karier kepada setiap pegawai negeri sipil berdasarkan kualifikasi, kompetensi, 

penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah 

wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yang merupakan bagian 

terintegrasi dari Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, dan setiap pegawai negeri 

sipil harus dinilai melalui uji kompetensi untuk menentukan jalur kariernya. Pola 

karier pegawai negeri sipil dapat berbentuk horizontal (perpindahan ke posisi 

jabatan setara), vertikal (perpindahan ke posisi lebih tinggi), atau diagonal 

(perpindahan antarkelompok jabatan), dengan masa jabatan paling cepat 2 tahun 

dan paling lama 5 tahun. Pengembangan kompetensi menjadi kewajiban bagi setiap 

pegawai negeri sipil dengan minimum 20 jam pelajaran dalam satu tahun, yang 

dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate 

university) sesuai dengan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. 

Manajemen karir ini juga mempertimbangkan unsur-unsur seperti usia, pendidikan, 

pengalaman jabatan, integritas dan moralitas, serta masa kerja dalam menyusun 

rencana pengembangan karier tingkat nasional yang ditetapkan oleh Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Pengembangan karir di sektor swasta semakin menjadi perhatian utama 

dalam manajemen sumber daya manusia, mengingat tingginya tuntutan adaptasi 

terhadap perubahan organisasi dan dinamika ekonomi global. Berbeda dengan 

sektor publik yang cenderung lebih struktural, sektor swasta menawarkan 

fleksibilitas serta peluang pengembangan karir yang sangat dipengaruhi oleh 

kebijakan perusahaan, budaya kerja, dan prakarsa individu. Salah satu pendekatan 

pengembangan karir di sektor swasta adalah melalui program coaching dan 

mentoring yang terstruktur. Sebagai contoh, penelitian oleh Fatimah et al. (2021) 

menunjukkan bahwa metode mentoring memberikan dampak positif terhadap 
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kesiapan karyawan dalam menghadapi promosi jabatan dan pengembangan 

kompetensi profesional di perusahaan multinasional Indonesia. Hasil studi tersebut 

mengungkapkan bahwa bimbingan langsung dari atasan dan senior mampu 

mempercepat proses adaptasi, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperluas 

wawasan karir para pekerja muda di lingkungan kerja yang sangat kompetitif.   

Selain itu, inisiatif pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) mendapat 

penekanan kuat di sektor swasta. Studi yang dilakukan oleh Widiastuti dan 

Kurniawan (2020) menyoroti pentingnya pelatihan berbasis teknologi dan program 

sertifikasi di perusahaan swasta sebagai sarana meningkatkan daya saing individu. 

Pada level manajerial, pengembangan karir juga dipengaruhi oleh perancangan 

jalur karir (career pathing) yang transparan. Perusahaan seperti Unilever Indonesia 

menerapkan sistem competency-based career path, di mana karyawan didorong 

untuk memperkaya keterampilan melalui rotasi jabatan dan pengambilan proyek 

lintas departemen (Yuliastuti, 2019). Sistem ini tidak hanya membuka jalur vertikal, 

tetapi juga jalur horizontal, yang memberikan kesempatan bagi karyawan untuk 

mengasah keahlian di bidang-bidang baru.   

Budaya organisasi yang mendukung inovasi dan partisipasi turut berperan 

penting dalam pengembangan karir. Penelitian oleh Rosanti dan Wijaya (2022) 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan budaya kerja terbuka cenderung mampu 

menarik dan mempertahankan talenta terbaik, karena memberikan ruang bagi 

karyawan untuk berkontribusi secara kreatif pada setiap level organisasi. 

Pengembangan karir di sektor swasta lebih dinamis dan menekankan pada 

kombinasi antara kebijakan perusahaan, prakarsa individu, serta kesiapan 

menghadapi perubahan. Praktik seperti mentoring, pelatihan berkelanjutan, 

transparansi jalur karir, dan budaya inovatif menjadi fondasi utama yang 

mendukung suksesnya pengembangan karir pada sektor ini. Manajemen karir di 

sektor publik, salah satunya di Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut 

Kejaksaan) yaitu untuk jabatan fungsional Jaksa, dimana diatur di dalam Peraturan 

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier 

Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan tersebut mengatur sistem 
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manajemen karier pegawai di lingkungan Kejaksaan dengan prinsip sistem merit 

yang berfokus pada prestasi, dedikasi, loyalitas, dan integritas guna pemberdayaan 

dan pengembangan potensi pegawai. Peraturan yang mengatur aspek ini mencakup 

berbagai dimensi penting dalam perjalanan karier seorang pegawai Kejaksaan, 

mulai dari struktur pangkat dan jabatan, pola pengembangan karier yang terstruktur, 

hingga mekanisme mutasi dan promosi yang berdasarkan sistem merit. Selain 

jabatan fungsional jaksa, terdapat 30 (tiga puluh) jabatan fungsional yang 

mendukung operasional Kejaksaan, antara lain: 

Tabel 1.1 Jabatan Fungsonal selain Jaksa 

No. Nama Jabatan No. Nama Jabatan 

1 Pranata Hubungan Masyarakat 16 Penerjemah 

2 Peneliti 17 Sandiman 

3 Pranata Komputer 18 Agen 

4 Perencang Peraturan 

Perundang-Undangan 

19 Perawat 

5 Perencana Ahli 20 Perawat Gigi 

6 Analis Kepegawaian 21 Bidan 

7 Arsiparis 22 Nutrisionis 

8 Pustakawan 23 Pranata Keuangan APBN 

9 Dokter 24 Analis Kebijakan 

10 Dokter Gigi 25 Analis Pengelolaan Keuangan 

APBN 

11 Asisten Apoteker 26 Asesor SDM Aparatur  

12 Pranata Laboratorium 

Kesehatan 

27 Pengelola Pengadaan Barang 

Jasa 

13 Apoteker 28 Penilai Pemerintah 

14 Widyaiswara 29 Analis Hukum; dan 

15 Auditor 30 Analis SDM Aparatur 

Sumber: Keputusan Jaksa Agung Nomor 289 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas 

Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia 

Salah satu jabatan fungsional di Kejaksaan adalah Sandiman, dan jabatan 

fungsional Sandiman merupakan jabatan fungsional yang paling lama ada di 

Kejaksaan setelah Jaksa. Ketika jabatan fungsional jaksa yang instansi pembinanya 

adalah Kejaksaaan sudah diatur dengan jelas pangkat dan jabatan, pola karier, 

mutasi dan promosi, penilaian kinerja, asesmen kompetensi, pendidikan dan 

pelatihan, serta pemberhentian dan pensiun. Berbeda dengan jabatan Sandiman, 

dengan tidak adanya manajemen karier yang jelas dalam peraturan tersebut, 
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pegawai yang menjabat sebagai sandiman berpotensi mengalami ketidakjelasan 

dalam hal pengembangan karier, penilaian kinerja, serta kesempatan promosi dan 

mutasi yang terstruktur. Hal ini dapat berimplikasi pada motivasi dan 

pemberdayaan sandiman. 

Sandiman pertama kali bergabung di Kejaksaan pada 7 Desember 1999, 

dimana personil berasal dari Lembaga Sandi Negara (sekarang Badan Siber dan 

Sandi Negara) dengan status dikaryakan/diperbantukan . Sandiman pada Lembaa 

Sandi Negara tergabung di unit kerja Sub Direktorat Sandi dan Komunikasi1 yang 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penerimaan, pengelolaan dan penyampaian berita sandi, penelitian dan 

pengembangan teknis persandian; 

2. Penyediaan, pendayagunaan, pemeliharaan, penyimpanan, pengawasan 

terhadap peralatan sandi dan komunikasi serta prasarana dan sarana sandi dan 

komunikasi; 

3. Pengamanan materiil, personil, penyelenggaraan hubungan komunikasi dan 

mempersiapkan bahan kerjasana dengan instansi terkait. 

Kemudian pada tahun 2006, Sandiman tersebut ditetapkan menjadi pegawai negeri 

sipil di Kejaksaan Republik Indonesia melalui Keputusan Jaksa Agung Republik 

Indonesia. Sandiman dalam intelijen penegakan hukum modern berfungsi sebagai 

garda terdepan dalam menjaga kerahasiaan informasi, integritas data, serta 

keamanan komunikasi digital yang digunakan dalam aktivitas intelijen kejaksaan. 

Ketika arus informasi semakin cepat dan ancaman siber kian kompleks, peran 

mereka tidak hanya sebatas teknis, tetapi juga strategis dalam merumuskan 

kebijakan perlindungan data dan pengelolaan sistem informasi yang sensitif. 

Dengan keahlian khusus, keamanan jaringan, serta manajemen kerahasiaan, 

sandiman memastikan bahwa informasi intelijen yang diperoleh dan diproduksi 

dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan maupun 

akurasi. Selain menjaga keamanan data, sandiman juga berkontribusi dalam 

 
1 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/J.A/10/1999 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 198 
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mendukung pengambilan keputusan strategis pimpinan. Informasi intelijen yang 

aman dan valid menjadi dasar penting dalam penyusunan langkah operasional, baik 

terkait pencegahan kejahatan, penegakan hukum, maupun perlindungan 

kepentingan nasional. Sandiman berperan menutup celah potensi kebocoran, 

manipulasi, atau serangan siber yang dapat dimanfaatkan pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Dengan kata lain, mereka tidak hanya bekerja di balik layar, 

tetapi memiliki dampak nyata terhadap efektivitas dan kredibilitas kinerja intelijen 

kejaksaan. Lebih jauh, sandiman berperan sebagai penghubung antara aspek 

teknologi informasi dengan kebutuhan praktik intelijen. Tanpa sandiman, sistem 

keamanan informasi yang mendukung operasi intelijen akan lebih rentan terhadap 

infiltrasi dan serangan. Oleh karena itu, peran strategis sandiman bukan hanya 

melindungi data, tetapi juga memastikan keberlanjutan, kerahasiaan, dan keandalan 

sistem intelijen yang menjadi fondasi penting bagi upaya penegakan hukum dan 

keamanan nasional.  Hal ini membuat peran Sandiman di Kejaksaan menjadi 

penting terutama di bidang Intelijen. 

Jabatan ini berada dalam rumpun kekomputeran dan terbagi menjadi dua 

kategori utama, yaitu kategori keahlian dan kategori keterampilan. Jenjang kategori 

keahlian meliputi Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama, 

mensyaratkan latar belakang pendidikan minimal S1 di bidang komputer, teknik, 

matematika, atau persandian. Sedangkan kategori keterampilan, yaitu Pelaksana, 

Mahir, dan Penyelia, umumnya dapat diisi lulusan D3 dari bidang komputer, sistem 

informasi, atau persandian. Jika dibandingkan dengan konsep pengamanan 

informasi di negara lain, Jabatan atau profesi yang serupa dengan sandiman di 

Indonesia biasanya diwakili oleh profesi atau unit yang bertugas menjaga keamanan 

informasi, keamanan siber, dan kriptografi. Di banyak negara maju, pengamanan 

data pemerintah dan institusi dilakukan oleh unit atau pegawai khusus yang 

menangani keamanan siber dan kriptografi, yang bisa berada di lembaga keamanan 

nasional, kementerian komunikasi, atau lembaga intelijen siber. Misalnya, di 

Amerika Serikat terdapat posisi dan lembaga seperti Chief Information Security 

Officer (CISO) pada tingkat pemerintahan yang bertugas menjaga keamanan 
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informasi dan siber di berbagai departemen pemerintah.2 Mereka mengelola risiko 

keamanan informasi, kebijakan keamanan data, dan respon terhadap insiden siber. 

Selain itu, National Security Agency (NSA) memiliki divisi khusus dalam 

kriptografi dan keamanan komunikasi yang mirip dengan tugas sandiman dalam 

pengamanan persandian dan pengamanan data rahasia.3 

Di Uni Eropa, banyak negara memiliki lembaga serupa seperti National 

Cyber Security Centres yang bertugas mengelola keamanan siber nasional. Tugas 

mereka mirip dengan sandiman, yaitu memastikan keamanan komunikasi dan 

informasi dalam pemerintahan juga organisasi strategis lainnya. Sementara itu, di 

Inggris, posisi yang sangat dekat dengan karakter sandiman adalah Government 

Communications Headquarters (GCHQ) cryptographer atau cyber security 

analyst. jabatan ini bertugas mengenkripsi dan mendekripsi pesan-pesan penting 

negara, mengelola kunci kriptografi, serta melakukan pemantauan ancaman 

berkelanjutan atas sistem pemerintah dan jaringan publik. Tugas lain yang diemban 

meliputi forensik komputer dan analisis malware, dua kompetensi yang wajib 

dimiliki setiap profesional di bidang keamanan siber tingkat nasional. Dalam 

struktur pemerintahan, profesi ini menempati posisi vital terutama dalam situasi 

darurat nasional yang menyangkut kebocoran data atau serangan masif ke 

infrastruktur digital negara. Di Jepang, ada lembaga seperti National Center of 

Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC) yang 

mengkoordinasikan keamanan siber nasional dan mengembangkan standar 

persandian serta pengamanan data institusi publik dan swasta. Pengamanan data 

dan informasi penting juga menjadi tugas profesional keamanan siber di berbagai 

instansi pemerintahan.4 

 
2 Scott Rosenmeier, CISA, CRISC, CISM, CGEIT, CDPSE, CCSP, CIPP/E, CISSP-ISSAP, CISSP-

ISSSMP, "Improving Information Security Through Organizational Change," Journal of ISACA, 

Vol. 5, 2023, 1 
3 The Editors of Encyclopedia Britannica, Britannica, 20 Agustus 2025, “National Security Agency”, 

https://www.britannica.com/technology/computer-security, diakses pada 22 Agustus 2025 
4 National Cybersecurity Office, “About NISC”, https://www.nisc.go.jp/eng/index.html, diakses 

pada 22 Agusus 2025 

https://www.britannica.com/technology/computer-security
https://www.nisc.go.jp/eng/index.html
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Jabatan serupa sandiman juga ada di negara-negara seperti Jerman (melalui 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik/BSI)5, Prancis (Agence 

nationale de la sécurité des systèmes d’information/ANSSI)6, dan Australia 

(Australian Signals Directorate/ASD)7. Rumpun tugas mereka tidak jauh berbeda, 

mulai dari pengamanan terhadap komunikasi rahasia negara, pengembangan sistem 

kriptografi nasional, hingga penyusunan kebijakan strategis penguatan keamanan 

siber. Profesional di bidang ini juga diwajibkan untuk memiliki sertifikasi khusus 

dalam teknik kriptografi dan pengalaman praktik di domain forensik digital. 

Meskipun nama jabatan atau lembaganya berbeda-beda, fungsi sandiman di 

Indonesia sangat paralel dengan profesi dan institusi yang menangani keamanan 

informasi, keamanan siber, dan kriptografi di berbagai negara lain. Peran tersebut 

vital dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pemerintah agar bebas dari 

kebocoran, pencurian, dan serangan siber yang dapat merusak stabilitas dan 

keamanan nasional. Dengan kata lain, sandiman adalah ujung tombak pengamanan 

informasi dan data rahasia pemerintah yang memiliki peran signifikan untuk 

melindungi sistem pemerintahan digital di Indonesia. Tugas dan peran ini juga 

secara global terdapat di berbagai negara yang berfokus pada perlindungan data dan 

keamanan siber sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan nasional dan layanan 

publik dari ancaman digital. Pendekatan teknologi, organisasi, hingga regulasi 

keamanan menjadi landasan bagi peran sandiman atau jabatan setara yang menjaga 

ranah informasi dan komunikasi negara di era digital saat ini. Adapun butir-butir 

kegiatan jabatan fungsional Sandiman diatur di dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2019 (Permenpan-RB 18/2019) tentang Jabatan Fungsional 

Sandiman, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:  

  

 
5 Federal Office for Information Security, “The BSI's Mandate”, https://www.bsi.bund.de/EN/Das-

BSI/Auftrag/auftrag_node.html , diakses pada 22 Agustus 2025 
6 Author, 24 Oktober 2023, “About French Cybersecurity Agency (ANSSI)”, 

https://cyber.gouv.fr/en/about-french-cybersecurity-agency-anssi, diakses pada 22 Agustus 2025 
7 Author, “About the Australian Signals Directorate, https://www.asd.gov.au/about, diakses pada 22 

Agustus 2025 

https://www.bsi.bund.de/EN/Das-BSI/Auftrag/auftrag_node.html
https://www.bsi.bund.de/EN/Das-BSI/Auftrag/auftrag_node.html
https://cyber.gouv.fr/en/about-french-cybersecurity-agency-anssi
https://www.asd.gov.au/about
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Tabel 1.2 Jumlah Kegiatan Sandiman 

No. Jenjang Jumlah Kegiatan 

1 Sandiman Terampil/Pelaksana 11 kegiatan 

2 Sandiman Pelaksana Lanjutan 14 kegiatan 

3 Sandiman Penyelia 12 kegiatan 

4 Sandiman Ahli Pertama 22 kegiatan 

5 Sandiman Ahli Muda 27 kegiatan 

6 Sandiman Ahli Madya 28 kegiatan 

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 (Permenpan 

18/2019) tentang Jabatan Fungsional Sandiman 

Kegiatan Sandiman diatas berbeda dengan kegiatan Sandiman yang dilakukan di 

Kejaksaan Republik Indonesia, dimana tidak ditentukan untuk setiap jenjangnya 

melainkan secara keseluruhan kegiatan Sandiman berjumlah 17 kegiatan8. Dengan 

adanya perbedaan antara kegiatan Sandiman sesuai Permenpan 18/2019 dengan 

kegiatan Sandiman yang dilakukan di Kejaksaan mengakibatkan tidak diakui/tidak 

memperoleh angka kredit atas kinerja yang dilakukan Sandiman di Kejaksaan oleh 

BSSN selaku instansi pembina, hal ini mempengaruhi kenaikan jenjang maupun 

pangkat Sandiman yang masih menggunakan angka kredit sebagai persyaratannya. 

Akibatnya banyak Sandiman yang terhenti di jenjang maupun pangkat terakhir. 

Adapun jumlah Sandiman yang ada di Kejaksaan sampai dengan akhir tahun 2024 

berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Jumlah Sandiman di Kejaksaan sampai dengan tahun 2024 

No Jenjang Kejaksaan 

Agung 

Kejaksaan 

Tinggi 

Kejaksaan 

Negeri 

1 Sandiman Pelaksana  9 2 

2 Sandiman Pelaksana 

Lanjutan 

11 

 

11 4 

3 Sandiman Penyelia 7 44 1 

4 Sandiman Ahli Pertama 3   

5 Sandiman Ahli Muda 9 10 2 

6 Sandiman Ahli Madya 6 6  

 Jumlah 36 80 9 

 Total  125 

 
8 Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa 

Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia, Pasal 244 
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Sumber : Sub Direktorat V.D pada Direktorat V Jaksa Agung Muda Bidang 

Intelijen Kejaksaan Agung  

Penempatan sandiman diatas berbeda dengan peta jabatan Sandiman sesuai dengan 

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2025 tentang Peta 

Jabatan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain:  

Tabel 1.4 Peta Jabatan Sandiman 

No Jenjang Kejaksaan 

Agung 

Kejaksaan 

Tinggi 

Kejaksaan 

Negeri 

1 Sandiman Pelaksana    

2 Sandiman Pelaksana 

Lanjutan 

   

3 Sandiman Penyelia    

4 Sandiman Ahli Pertama 27 34 440 

5 Sandiman Ahli Muda 41 34  

6 Sandiman Ahli Madya 24 34  

 Jumlah 92 102 440 

 Total  634 

Sumber : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2025 

tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia 

Berdasarkan tabel 1.3 dan tabel 1.4 diatas, dapat diketahui beberapa perbedaan nya, 

antara lain: 

Tabel 1.5 Perbedaan Jumlah Sandiman 

No Satuan Kerja Sandiman Pelaksana 

Lanjutan 

(Sesuai Peta Jabatan) 

Sandiman Pelaksana 

Lanjutan 

(Sesuai Kondisi Saat Ini) 

1 Kejaksaan Agung 11 0 

2 Kejaksaan Tinggi 11 0 

Hal ini menunjukkan bahwa peta jabatan yang ada tidak sesuai dengan kondisi 

sekarang, dan mempengaruhi proses perpindahan ke dalam jabatan Sandiman, 

kenaikan jenjang Sandiman, serta kenaikan pangkat Sandiman.   

B. Idenifikasi Masalah: 

Dalam penelitian ini, permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Adanya perbedaan antara kegiatan Sandiman sesuai dengan Permenpan 18 

Tahun 2019 dengan kegiatan Sandiman di Kejaksaan Republik Indonesia, 
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yang mengakibatkan terhambatnya kenaikan jenjang maupun kenaikan 

jabatan untuk jabatan Sandiman di Kejaksaan Republik Indonesia; 

2. Kegiatan yang dilakukan Sandiman di Kejaksaan Republik Indonesia belum 

dapat dinilai oleh Badan Siber dan Sandi Negara dikarenakan adanya 

perbedaan antara kegiatan Sandiman sesuai dengan Permenpan 18 Tahun 

2019 dengan kegiatan Sandiman di Kejaksaan Republik Indonesia; 

3. Belum dilakukan penyesuaian peta jabatan untuk kebutuhan Sandiman di 

tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;  

4. Perpindahan jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Sandiman di Kejaksaan 

Republik Indonesia belum dapat diakomodir oleh Badan Siber dan Sandi 

Negara dikarenakan peta jabatan untuk kebutuhan Sandiman belum 

disesuaikan; dan 

5. Permohonan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan Sandiman di 

Kejaksaan Republik Indonesia Badan Siber dan Sandi Negara belum dapat 

diakomodir dikarenakan kegiatan Sandiman di Kejaksaan Republik Indonesia 

belum dapat dinilai oleh Badan Siber dan Sandi Negara. 

C. Rumusan Permasalahan: 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi seperti yang telah disebutkan, 

terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengembangan karir jabatan 

fungsional Sandiman di Kejaksaan Republik Indonesia? 

2. Bagaimana strategi pengembangan karir jabatan fungsional Sandiman di 

Kejaksaan Republik Indonesia?  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, penelitian ini memiliki tujuan, 

antara lain: 

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir 

jabatan fungsional Sandiman di Kejaksaan; 

2. Merumuskan strategi pengembangan karir jabatan fungsional Sandiman di 

Kejaksaan Republik Indonesia di masa yang akan datang. 
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E. Manfaat penelitian  

Manfaat dilaksanakan kegiatan penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Institusi Pemerintah 

Dapat memberikan gambaran kepada Pimpinan Kejaksaan di dalam 

mengambil kebijakan dalam hal pengembangan karir jabatan Sandiman  

2. Bagi Akademis 

Dapat memberikan referensi kepada lingkungan akademis yang ingin 

melakukan kegiatan penelitian sejenis 

3. Bagi Peneliti 

Dapat meningkatkan kemampuan dan juga melatih pikiran secara ilmiah 

dalam memahami secara langsung terhadap ilmu di perkuliahan dengan 

penelitian di lapangan. 



153 

BAB V 

PENUTUP 

 

Bab ini meliputi bagian simpulan dan saran yang dirumuskan secara 

mendetail dan argumentatif, berdasarkan pembahasan pada tesis tentang 

pengembangan karir jabatan fungsional Sandiman di Kejaksaan Republik 

Indonesia. 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis yang mensinergikan teori Michael Armstrong tentang 

Talent Management dan Pengembangan Karir dengan regulasi nasional Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir 

jabatan fungsional Sandiman di Kejaksaan Republik Indonesia menghadapi 

tantangan struktural yang signifikan namun memiliki landasan hukum yang kuat 

untuk transformasi sistematis. 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir jabatan fungsional 

Sandiman di Kejaksaan Republik Indonesia antara lain: Kebijakan 

organisasi sebagai determinan utama menunjukkan ketidakselarasan antara 

Permenpan Nomor 18 Tahun 2019 dengan kebutuhan operasional Sandiman 

di Kejaksaan, yang bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 Pasal 1 tentang profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 72 tentang klasifikasi 

jabatan fungsional berdasarkan kesamaan karakteristik dan pola 

kerja. Dukungan organisasi melalui pengembangan kompetensi masih 

terfragmentasi antara Kejaksaan dan Badan Siber dan Sandi Negara, padahal 

Undang-Undang 20 Tahun 2023 mengamanatkan digitalisasi Manajemen 

Aparatur Sipil Negara secara nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2020 Pasal 203 ayat 4a mewajibkan pengembangan kompetensi 

melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi corporate university. 
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Sistem penilaian kinerja individu mengalami transisi positif dari angka kredit 

ke Sistem Kinerja Pegawai yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2017 Pasal 228 tentang objektivitas pembinaan Pegawai Negeri 

Sipil berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier, namun masih memerlukan 

Key Performance Indikator spesifik yang mengakomodasi tugas operasional 

Sandiman. Motivasi pegawai namun memerlukan penguatan career 

roadmap yang transparan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

Pasal 188 tentang pola karier Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi secara 

nasional. Budaya organisasi menunjukkan dualitas antara prestige tinggi 

Sandiman sebagai jabatan fungsional penting dengan tantangan ego sektoral, 

yang memerlukan transformasi menuju kultur meritokrasi sebagaimana 

diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang penguatan 

pengawasan Sistem Merit. Analisis kebutuhan masih menggunakan 

pendekatan estimatif yang tidak akurat, bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 180 tentang rencana pengembangan 

karier untuk jangka waktu 5 tahun dan Peraturan Pemerintah Nomor 

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020 Pasal 99 ayat 3 huruf s tentang 

penyusunan informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. 

2. Strategi pengembangan karir jabatan fungsional Sandiman di Kejaksaan 

Republik Indonesia: Reformulasi kebijakan organisasi menjadi prioritas 

utama melalui harmonisasi Permenpan Nomor 18 Tahun 2019 dengan 

kebutuhan operasional intelijen penegakan hukum di Kejaksaan, dan 

pembentukan forum koordinasi rutin antara Kejaksaan dan Badan Siber dan 

Sandi Negara untuk sinkronisasi kebijakan. Penguatan dukungan 

organisasi dilakukan melalui alokasi anggaran khusus untuk pengembangan 

kompetensi Sandiman, implementasi program pelatihan bertingkat dari dasar 

hingga spesialisasi, penerapan tour of duty untuk exposure luas, dan 

pembentukan career development center khusus Sandiman. Optimalisasi 

sistem penilaian kinerja mencakup perancangan Key Performance 

Indicators (KPI) spesifik yang mengakomodasi aktivitas konvensional dan 
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non-konvensional, implementasi 360-degree feedback system, 

pengembangan Individual Development Plan (IDP) berbasis coaching, dan 

penerapan performance-based reward system. Penguatan 

motivasi dilakukan melalui konsistensi pembayaran tunjangan fungsional, 

pengembangan career roadmap transparan dengan pemetaan jenjang yang 

jelas, penyelenggaraan program continuous learning untuk mengakomodasi 

perkembangan teknologi terkini, memperkuat recognition program melalui 

award system, dan implementasi career counseling service. Transformasi 

budaya organisasi difokuskan pada peluncuran program culture 

transformation yang mempromosikan kolaborasi dan meritokrasi, 

implementasi cross-functional projects untuk mengurangi ego sektoral, 

pengembangan leadership development program, penyelenggaraan regular 

team building activities, dan memperkuat networking melalui Asosiasi 

Fungsional Sandiman Indonesia (AFSI). Reformasi sistem analisis 

kebutuhan dilakukan melalui implementasi Analisis Beban Kerja (ABK) 

terstandar di seluruh unit Kejaksaan, pengembangan workforce planning 

model yang mempertimbangkan proyeksi ancaman siber, pelaksanaan gap 

analysis berkala minimal setiap dua tahun, penyusunan peta jabatan dinamis 

yang dapat diperbarui sesuai kebutuhan operasional, dan pengembangan 

early warning system untuk antisipasi kebutuhan masa depan 

B. Saran 

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi eksisting mengacu pada 

amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 

2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta teori Michael Armstrong, 

saran dari penelitian ini sebagai berikut:  

a. Perlu dilakukan harmonisasi Permenpan Nomor 18 Tahun 2019 dengan 

kebutuhan operasional intelijen penegakan hukum di Kejaksaan, yang 

mengakomodir kegiatan Sandiman di Kejaksaan Republik Indonesia. 
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b. Perlu dibentuk forum koordinasi rutin antara Kejaksaan dan Badan Siber dan 

Sandi Negara untuk implementasi Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 Pasal 

99 ayat 3 tentang koordinasi instansi pembina dengan instansi pengguna 

dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional.  

c. Perlu disediakan alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi 

Sandiman minimal 20 jam pelajaran per tahun sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 203, implementasi program pelatihan bertingkat 

yang terstruktur dari basic hingga advanced certification dengan metode 

hybrid learning. 

d. Perlu dibuat roadmap transparan dengan pemetaan jenjang dari Sandiman 

Pertama hingga Utama, penyelenggaraan program continuous learning yang 

mengakomodasi perkembangan teknologi. 

e. Perlu memperkuat networking melalui Asosiasi Fungsional Sandiman 

Indonesia (AFSI) yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 Pasal 101 tentang organisasi profesi jabatan fungsional.  

f. Perlu dibuat sistem analisis kebutuhan melalui implementasi Analisis Beban 

Kerja (ABK) terstandar di seluruh unit Kejaksaan; 

g. Perlu dilaksanakan gap analysis berkala minimal setiap dua tahun, 

penyusunan peta jabatan dinamis yang dapat diperbarui sesuai perkembangan 

kebutuhan operasional, yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 180 tentang rencana pengembangan karier 

jangka waktu 5 tahun dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 

99 ayat 3 huruf s tentang penyusunan informasi faktor jabatan untuk evaluasi 

jabatan.  

Implementasi ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh tingkatan 

organisasi dan alokasi sumber daya yang memadai. Keberhasilan strategi 

pengembangan karir Sandiman tidak hanya akan meningkatkan kualitas individual 

pegawai, tetapi juga memperkuat kapasitas Kejaksaan dalam menghadapi ancaman 

siber yang semakin kompleks, berkontribusi pada terwujudnya keamanan informasi 

nasional yang optimal.  
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